SALINAN

4

BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR §'¢ TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 59
TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : a. bahwa dengan belum terlaksananya aplikasi elektronik terhadap
perhitungan Penilaian Perilaku Kerja dan Prestasi Kerja Pegawai
Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Batang Hari, maka pemberian
Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
diatur dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 59 Tahun

. 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari sebagaimana
diubah dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 15 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Hari
Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari
perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati dimaksud,;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 59 Tahun 2018
Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung
Jabung dengan Mengubah Undang-UndangNomor 12 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 2755);

2. Undang .
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286); '

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimanatelahdua kali
diubah, terakhirdenganUndang-UndangNomor 9 Tahun 2015
tentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor 23
Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan .Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

12. Peraturan . . .
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016
Nomor 11);

Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 59 Tahun 2018 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Batang Hari sebagaimana telah
beberapa kali diubah terahir dengan Peraturan Bupati
Batang Hari Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 59 Tahun 2018 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Batang Hari ( Berita Daerah
Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 32).

Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 59 TAHUN 2018
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 59 Tahun 2018
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nomor
60), sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Peraturan Bupati
Batang Hari Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Batang Hari Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tambahan penghasilan pegawai Negeri
Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten
Batang Hari Tahun 2019 Nomor 32) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 17

(1) TPP tidak diberikan kepada PNSD :
1. mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat dan tidak diberikan TPP
selama 2 (dua) tahun;
2. mengikuti tugas belajar berdasarkan surat perintah tugas;
3. berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah
Daerah;
diperbantukan atau dipekerjakan di luar instansi Pemerintah Daerah;
berstatus terpidana;
diberhentikan sementara;
menerima biaya Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,;
dihapus;
dihapus; dan
0. sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara, cuti besar, cuti sakit
lebih dari 3 (tiga) bulan serta cuti melahirkan anak keempat dan
seterusnya.
11.Tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) bagi PNSD yang ditetapkan wajib menyampaikan LHKPN sesuai
peraturan perundang-undangan.
12. Mempunyai permasalahan terhadap Barang MilikDaerah.
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(2) Bagi PNSD yang mempunyai Kkewajiban penyelesaian Tuntutan
Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sesuai Peraturan
Perundang-undangan, maka TPP yang bersangkutan di bayarkan sebagai
angsuran pembayaran kewajiban TPTGR sampai kewajiban PNSD yang
bersangkutan dinyatakan selesai.




Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian

Diundangkan di Muara Bulian
Pada Tanggal 5 - §— 2019






